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ABSTRAK 

Aksesibilitas pelayanan publik memungkinkan penyandang disabilitas melakukan 
aktivitas tanpa hambatan untuk mendapatkan haknya. Beberapa strategi yang telah 
diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam 
layanan kependudukan untuk penyandang disabilitas adalah: strategi atau program 
jemput bola, penggunaan KTP digital melalui hand phone android dan strategi gotong-
royong. Strategi ini telah diarahkan dari pusat dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Palembang hanya menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh 
Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelayanan bagi penyandang 
disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Informasi penelitian ini 
dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. 
Keabsahan data dilaksanakan melalui triangulasi data, teknik dan waktu. kemudian 
dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelayanan bagi penyandang disabilitas di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah dilaksanakan, namun 
masih belum maksimal. saran yang dapat diambil adalah dengan cara memberikan 
informasi secara lengkap mengenai prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan 
transparan. Tetapi dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus lebih 
mengembangkan lagi sarana dan prasarana yang mendukung akses kebutuhan 
masyarakat penyandang disabilitas terutama untuk penyandang tuna rungu dan tuna 
wicara.  
 
Kata Kunci: Strategi Pelayanan, Penyandang Disabilitas. 
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ABSTRACT 

Accessibility of public services allows people with disabilities to carry out activities 
without obstacles to obtain their rights. Several strategies that have been implemented 
by the Palembang City Population and Civil Registration Service in population 
services for people with disabilities are: pick-up and drop-off strategies or programs, 
the use of digital KTPs via Android cell phones and mutual cooperation strategies. 
This strategy has been directed from the center and the Palembang City Population 
and Civil Registration Service only applies regulations issued by the Center. This 
research aims to determine service strategies for people with disabilities at the 
Palembang City Population and Civil Registration Service. This research uses a 
descriptive qualitative research approach. This research information was collected 
through observation, interviews, documentation and literature study. The validity of 
the data is carried out through triangulation of data, technique and time and then 
analyzed through data condensation, data presentation and drawing conclusions.The 
results of the research show that services for people with disabilities at the Palembang 
City Population and Civil Registration Service have been implemented, but are still 
not optimal. The suggestion that can be taken is to provide complete information 
regarding service procedures that are easy, fast and transparent. However, the 
population and civil registration services must further develop facilities and 
infrastructure that support access to the needs of people with disabilities, especially 
deaf and speech impaired people. 

 
Keywords: Service Strategy, Persons with Disabilities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara wajib memberikan pelayanan pada masing-masing warga negara dalam 

memenuhi kebutuhan dan hak masyarakatnya pada upaya pelayanan kepada 

masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum yang termasuk tujuan negara yang 

tertera di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. 

Berbagai jenis layanan yang disediakan pemerintah untuk publik ialah dalam hal 

administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini sendiri memiliki fungsi 

untuk memberikan pengakuan, serta status hukum atas setiap peristiwa penting dan 

peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia. 

Hal ini merujuk pada Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi 

Kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan 

secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya 

berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 

pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  

Pelayanan yang diberikan tidak boleh memberikan perbedaan pelayanan 

terhadap masyarakat normal dengan masyarakat rentan administrasi kependudukan, 

masyarakat rentan adminduk yaitu masyarakat dengan keterbatasan atau mempunyai 
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hambatan dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Dalam kontek ini yaitu 

penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa ataupun orang-orang lanjut usia. 

Pemerintah harus bisa memberikan pelayanan administrasi kependudukan 

secara adil dan efektif bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan hak yang 

didapatkan oleh masyarkat yang rentan administrasi kependudukan ataupun 

masyarakat yang normal dalam segi pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan. 

Bentuk pelayanan publik pada pemerintah daerah ialah pelayanan yang 

diIaksanakan oieh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di bawah 

naungan Kementerian Dalam Negeri. Adapun masalah kependudukan yang menjadi 

tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan kartu 

keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan pindah warga negara 

Indonesia (SKPWNI), akta keiahiran, akta kematian dan akta perkawinan. Namun 

faktanya peIaksanaan kegiatan pelayananan administrasi kependudukan tidak terlepas 

dari sejumlah permasalahan. Persoalan yang sering terjadi antara lain: (1) penyelesaian 

dokumen kependudukan yang terlalu lama, (2) prosedur pelayanan yang berbelit-belit, 

(3) ketidakramahan petugas pemberi layanan kepada masyarakat penerima layanan 

publik, (4) adanya diskriminasi pelayanan, (5) adanya praktek percaloan yang 

memungut biaya bagi masyarakat di setiap pelayanan,  (6) masih banyak masyarakat 

yang buta administrasi dan (7) Kantor Disdukcapil yang jauh dari pedesaan. Dengan 

demikian, permasalahan administrasi penduduk perlu mendapatkan perhatian serius 

oleh pemerintah termasuk penduduk penyandang disabilitas. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 06 tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang 

Disabilitas pada bab IV tentang aksesibilitas pada pasal 19 ayat (1) yang berbunyi  
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“Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam 

pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana 

angkutan umum“, dan pada penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi: pelayanan informasi 

dan pelayanan khusus. 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 

menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak (RI, 2016). Penyandang disabilitas untuk sekarang dianggap sangat 

penting karena adanya keterbatasan dalam mengurus suatu hal. Adanya keterbatasan 

ini menyebabkan mereka sulit mengurus dokumen kependudukan. 

Penyandang disabilitas hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang 

mendapatkan perlakuan layak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan 

pemerintahan. Pelayanan publik adalah proses dimana anggota suatu kelompok atau 

birokrasi memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Misalnya, penyelenggaraan pelayanan publik yaitu pengelolaan pencatatan sipil dan 

penertiban berkas data kependudukan melalui pencatatan kependudukan dan 

pencatatan sipil (Rukaysat, 2017).  

Pemerintah melalui Permendagri No. 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan 

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi juga 

menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menyediakan 

pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang diberikan diharapkan dapat 

mempermudah akses layanan bagi para penyandang disabilitas. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagai salah satu 

lembaga resmi, yang memberikan pelayanan publik dan memiliki tugas untuk 

mengatur semua administrasi kependudukan bagi semua warga negara Indonesia 

termasuk penyandang disabilitas, menjadi garda terdepan untuk menemukan solusi 

yang tepat dalam menyikapi kondisi ini. Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani 

oleh instansi ini tahun 2022 adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan di Kota 

Palembang Tahun 2022 
 

No Kecamatan Jumlah Penyandang Disabilitas 
1 Bukit Kecil 9 
2 Jakabaring 31 
3 Seberang Ulu I 34 
4 Sematang Borang 38 
5 Ilir Barat II 39 
6 Gandus 50 
7 Kalidoni 65 
8 Ilir Barat I 70 
9 Plaju 70 

10 Alang – Alang Lebar 73 
11 Ilir Timur II 74 
12 Ilir Timur III 89 
13 Sako 111 
14 Ilir Timur I 114 
15 Kertapati 116 
16 Kemuning 158 
17 Sukarami 164 
18 Seberang Ulu II 208 

 Total 1.513 
Sumber: Disdukcapil, 2022 

 
Para penyandang disabilitas dengan permasalahan administrasi kependudukan 

tentunya perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui 
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pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Berdasarkan tabel 1 

diketahui bahwa sebanyak 1.513 penyandang disabilitas di kota palembang yang telah 

melakukan pengurusan berkas kependudukan di kantor Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Palembang. Jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di 

Kecamatan Seberang Ulu II sebanyak 208 orang dan yang paling sedikit terdapat di 

Kecamatan Bukit Kecil sebanyak 9 orang saja. 

Aksesibilitas pelayanan publik memungkinkan penyandang disabilitas 

melakukan aktivitas tanpa hambatan untuk mendapatkan haknya. Beberapa strategi 

yang telah diterapkan oleh Dukcapil Kota Palembang dalam layanan kependudukan 

untuk penyandang disabilitas adalah: strategi atau program jemput bola, penggunaan 

KTP digital melalui hand phone  android dan strategi gotong royong. Strategi ini telah 

di arahkan dari pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

hanya menerapkan peraturan yang di keluarkan oleh Pusat. 

Beberapa program Disdukcapil yang telah diterapkan, sebagaimana tertera 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan 

Kualitas layanan Administrasi Kependudukan, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang 

salah satu kebijakan untuk meningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 

dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi atau jemput bola. Layanan ini merupakan 

program pemerintah dimana pegawai Disdukcapil mendatangi setiap kecamatan yang 

ada di Kota Palembang untuk melakukan perekaman terhadap penyandang disabilitas 

ataupun masyarakat umum. Pada kegiatan ini Dinas Dukcapil memberikan pelayanan 

berupa rekam KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Penduduk, dan 

Registrasi Identitas Kependudukan Digital.  
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Alur pendaftaran pembuatan kartu tanda penduduk ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Petugas  

2. Pencatatan layanan kependudukan dan key event log (BHPKPP).  

3. Pencatat layanan mengumpulkan data kependudukan, foto paspor, sidik jari, iris 

mata, dan tanda tangan pemohon.  

4. Pendaftar akan mencetak ID Anda.  

5. Pemohon akan menerima KTP .  

Pada pembuatan kartu keluarga memiliki alur pelayanan :  

1. Menyerahkan berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapan  

2. Penandatanganan KK secara elektronik (TTE)  

3. Mencetak KK  

4. Menyerahkan KK 

Untuk penambahan anggota keluarga atau akte kelahiran melampirkan hasil scan 

/ softcopy dalam bentuk PDF masing-masing dokumen di bawah ini:  

1. KK Asli;  

2. Formulir penambahan anggota keluarga yang telah diisi;  

3. Surat kenal lahir dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan. 

Untuk pengurangan anggota keluarga karena meninggal atau akte kematian 

melampirkan hasil scan / softcopy dalam bentuk pdf masing-masing dokumen di 

bawah ini: 

1. KK Asli;  

2. Akta Kematian;  

3. Formulir Permohonan Perubahan KK yang telah diisi.  
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Untuk orang yang ingin melangsungkan perkawinan melampirkan hasil scan / 

softcopy dalam bentuk pdf masing-masing dokumen di bawah ini: 

1. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama 

2. Akta Kelahiran 

3. Surat Keterangan dari Lurah 

4. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH 

5. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar 

6. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas 

7. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan 

8. Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin 

9. Izin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian 

10. Passport bagi WNA 

11. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA 

12. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang 

bersangkutan   (bagi WNA) 

13. SKK dari Imigrasi (bagi WNA) 

Menurut Permendagri No. 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan 

Blangko KTP-el serta ID Digital atau bisa disebut Identitas Kependudukan Digital 

merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen 

kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai atau gadget yang 

menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Perangkat yang 

distandarisasi dalam Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan 

Blangko KTP-el serta ID Digital ini antara lain adalah Cip, Blangko KTP-el, perangkat 

pemindai iris (iris scanner), perangkat pemindai sidik jari (fingerprint scanner), 
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perangkat perekam tanda tangan (signature pad), perangkat kamera, perangkat 

pencetak KTP-el (printer), dan perangkat anjungan dukcapil mandiri yang terintegrasi 

dengan SIAK. Aplikasinya bisa didownload di playstore dengan nama "Identitas 

Kependududkan Digital " tetapi belum tersedia di appstore. 

Kegiatan gotong royong telah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) 

Kota Palembang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat 

Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun 

Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat dengan 

cara membersihkan sungai/anak sungai, saluran dan monitoring kegiatan Kelompok 

Masyarakat Kebersihan dan ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas BKKBN. Selain menjaga 

kebersihan lingkungan, strategi gotong royong yang dilakukan Disdukcapil dengan 

slogan, “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan”. Terkhusus untuk 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang membuka posko atau 

layanan yang bertujuan untuk melayani administrasi kependudukan, perekaman e-

KTP, Akta Kematian serta Akta Kelaharian bagi penyandang Disabilitas. 

Disdukcapil menjalankan ke-3 strategi tersebut mengacu kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan 

Administrasi Kependudukan yaitu program jemput bola, Permendagri No. 72 tahun 

2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, dan 

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 14 tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota dan instansi ini tidak mengeluarkan 

ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan di Kota Palembang 
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Tingkat ekonomi dan pendidikan sebagian besar penyandang disabilitas rendah, 

Jadi mereka tidak memiliki cukup ruang untuk mengekspresikan potensi mereka. 

Permasalahan umum yang dihadapi penyandang disabilitas dalam melaksanakan 

kegiatan, dari berbagai hambatan dan kesulitan, melakukan partisipasi masyarakat 

secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang lain (Suhendra, 2017). 

Penyandang disabilitas memiliki pertanyaan tentang pelayanan publik yang 

terjadi di instansi pemerintah, mulai sistem pelayanan dan hak-hak sipil yang 

merupakan kebutuhan dasar sebagai masyarakat, pelayanan yang kompleks,  

keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas 

hingga aksesibilitas yang belum maksimal. Perlindungan khusus harus diberikan 

kepada mereka yang dibatasi aksesnya untuk beraktivitas di fasilitas umum 

(Krismono, 2020). 

Berbagai kendala atau masalah dalam penerapan strategi pelayanan 

kependudukan bagi disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota 

Palembang terlihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2 Idenfikasi Masalah dalam Penerapan Strategi dalam Layanan Kependudukan 

bagi Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. 
 

No Strategi Kendala/Masalah 
1 Jemput bola a. Masih adanya keluarga atau kerabat yang 

menutupi bahwa ada penyandang 
disabilitas yang belum melakukan 
perekaman identitas. 

b. Beberapa aksesibilitas menuju tempat 
perekaman masih sulit dijangkau. 

c. Ada beberapa tempat perekaman yang 
masih sulit dijangkau internet. 

2 KTP digital a. Dukungan dana bagi maintance aplikasi 
belum optimal 

b. Jumlah operator masih kurang 
c. Sering terjadinya maintance (perbaikan) 

aplikasi dari pusat. 
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No Strategi Kendala/Masalah 
3 Gotong Royong 

(pelayanan di hari 
weekend) 

a. Kurangnya antusias masyarakat dalam 
berpartisispasi. 

b. Kekurangan tenaga kerja operator dalam 
melakukan kegiatan gotong royong. 

c. Sering terjadinya maintance (perbaikan) 
SIAK. 

Sumber: Observasi selama KKA, 2022 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa permasalahan penerapan strategi dalam 

pelayanan kependudukan oleh Disdukcapil di Kota Palembang berkaitan dengan 

persoalan penyederhanaan sistem prosedur dan pengembangan infrastruktur. Hal ini 

yang mendorong dilakukan penelitian terkait penerapan strategi dalam layanan 

kependudukan bagi disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang. 

Menurut Furqoni (2014), bahwa strategi meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di lingkungan birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan empat strategi 

sebagai berikut: 

1. Strategi Pengembangan Struktur 

Struktur yang dimaksud bukan hanya merujuk pada pengertian organisasi publik 

saja tetapi menyangkut pengertian kelembagaan, yang berhubungan dengan norma, 

aturan hukum serta kode etik. 

2. Strategi Pengembangan Sistem Prosedur 

Sistem prosedur mengatur dengan detail tahapan pelayanan, karena itu sistem 

prosedur yang sering menjadi sumber penyebab pelayanan menjadi berbelit-belit, 

kaku, tidak efisien, serta tidak efektif. 

3. Strategi Pengembanagn Infrastruktur 
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Strategi ini menyangkut penyediaan pelayanan agar lebih aman, nyaman, cepat, 

akurat, mudah serta terpercaya yang meliputi penyediaan fasilitas fisik dan 

pengembangan model pelayanan baru serta, pemanfaatan teknologi informasi. 

4. Strategi Pengembangan Budaya dan Kultur.  

Strategi ini berkaitan dengan proses perubahan karakter dan pola pikir seorang 

pegawai yang didasari oleh pandangan hidup, nilai, sifat serta, kebiasaan yang 

tercermin melalui perilaku dalam melayani masyarakat.  

Ada beberapa Kajian terkait analisis penerapan strategi dalam layanan 

kependudukan bagi disabilitas yang telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, 

namun dengan lokus serta fokus yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Stella & Rohman (2019) meneliti masalah tentang Strategi Pelayanan 

Administrasi E-Ktp dalam Kajian Kepuasan Pelayanan (Studi Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang),  Muksin (2022) meneliti tentang 

Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (E-Ktp) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate; Priyo 

& Sri (2020) meneliti tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam 

Membangun Positioning Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia; Setiawan & 

Rahmawati (2020) meneliti tentang Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur 

dan Strategi Peningkatan Kualitas Layanan di Envy Restaurant Hotel Holiday. 

Penelitian Sudarni & Malik (2021)  meneliti tentang Inovasi Pelayanan “Laraku 

Nyata” Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bulukumba; Khoirunnisa (2019)  meneliti tentang Analisis Penerapan 

Strategi Generik Porter dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan (Studi Kasus 

Bisnis Kuliner Sehat “Naturicha Healthy Food And Drink”); Subekti & Prasetia 
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(2021) meneliti tentang Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas 

Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; Solihat & Nursanti (2019) 

meneliti tentang Strategi Komunikasi Peningkatan Pelayanan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Alwany (2020) meneliti tentang Strategi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Kepemilikan Akta 

Kelahiran bagi Anak-Anak Panti Asuhan di Kota Makasar; Oktaviana (2017) meneliti 

tentang Strategi Peningkatan Pelayanan Perekaman E-KTP melalui Pelayanan Jemput 

Bola Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 

Merujuk uraian permasalahan terkait penerapan strategi pelayanan 

kependudukan bagi disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Penerapan 

Strategi dalam Layanan Kependudukan bagi Disabilitas di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”. Penelitian ini mengacu pada teori Furqoni 

(2014). Analisis penerapan strategi dalam layanan administrasi diharapkan dapat 

menjadi solusi bagi kota Palembang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

penyandang disabilitas dalam proses pemberian pelayanan publik dan fasilitas khusus 

bagi penyandang disabilitas, dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan disabilitas. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka untuk mempermudah arah dan 

proses pembahasan penelitian dirumuskan masalah penelitian berikut: Bagaimana 

Penerapan Strategi dalam Layanan Kependudukan bagi Disabilitas di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang? 
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1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis 

penerapan Strategi dalam Layanan Kependudukan bagi Disabilitas di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

1.3.2. Manfaat Penenlitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik, khususnya kajian manajemen publik yang terkait manajemen 

strategi; dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penenlitian diharapakan memberikan kontribusi bagi Dukcapil kota Palembang 

dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. 
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